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EFEKTIVITAS KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Pada PKL, Kota Malang)

ABSTRAK

Pedagang bermunculan tanpa harus direncanakan dan mempunyai bermacam-macam
bentuk wujud ataupun jasa pelayanannya. Setiap Perkembangan tidak cukup disitu saja terus
berjalan sesuai dengan berkembangnya penduduk. Dalam rangka mewujudkan mengelola PKL
yang beraturan dan tertib PEMKOT Malang mengeluarkan PERDA No. 1 tahun 2000. Sesuai
dengan itu, penulis mempunyai dorongan untuk selalu memberikan gambaran dan penjelasan
secara efektif aktivitas mengelola PKL di Malang.

Riset berikut memakai kualitatif. Dalam menentukan informan pada riset ini
menggunakan snowball sampling. Sedangkan untuk mengumpulkan data yang akan dilakukan
maka memakai Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, untuk analisis data memakai teknik
Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Dari hasil riset bahwasanya efektivitas kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima di kota
malang yakni dibuat dengan baik. Dalam efektivitas aktivitas mengelola PKL terdapat faktor
pendukung adalah kemampuan sumber daya dari petugas yang memadai, di samping faktor
pendukung ada juga faktor penghambat salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam

mengimplementasikan kegiatan pengelolaan PKL.
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BABI1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Zaman mulai modern maka masyarakat dipaksa juga ikut berkembang. setiap
individual dipaksa untuk memanfaatkan bagaimana upaya agar hidup tetap bermutu.
Pengubahan tingkat kehidupan juga bias dilaksanakan dengan menggunakan usaha yang
formal dan informal. Usaha yang sah merupakan kawasan digunakan untuk berusaha yang
mampu bisa meraih lindungan kepada pemerintah melalui usaha yang sudah mendapatkan izin
untuk membangun dan izin usaha. Terkait usaha yang informal merupakan area yang
independen dilaksanakan masyarakat dalam ukuran kecil dan lazimnya berpijak di kawasan
keriaan. Maka dari itu zona informal merupakan sektor perdagangan yang luput dari
perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah.

Perbedaan ekonomi dan kepincangan sosial berkemampuan menaikkan total tunakarya
dan kemelaratan. Tingginya nilai ketidakseimbangan antara sasaran kerja dan peningkatan
pencari kerja sering terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Area resmi formal masyarakat
perkotaan terbukti kurang mampu menerobos semua pertambahan angkatan kerja, sehingga
kesibukan ekonomi sektor tidak formal melahirkan salah satu lapangan pekerjaan yang mampu
mengurangi angka pengangguran.

PKL ialah sebuah istilah yang digunakan dan peruntukkan pada pedagang yang
menggunakan grobak keliking. Istilah seperti ini biasa di tafsir sebab dagangannya yang ada
lima. Lima kaki artinya dua kaki para pedagang lalu ditambah 3 ban gerobak pedagang (yang
mestinya ialah ada tiga roda maupun dua roda dan pada satu kaki). Istilah seperti ini juga sudah
digunakan kepada pedagang yang berjualan di jalanan pada umumnya. Masalah eksistensi PKL
sering dipersoalkan oleh pemerintah karena: (1) pemakaian tempat umum oleh oleh pedagang
kaki lima. (2) tata ruang kota menjadi kacau oleh pedagang kaki lima. (3) kebersihan,
keindahan, dan kerapian kota yang menjadi visi kota dirusak oleh pedagang kaki lima. (4)
lingkungan menjadi cemar oleh pedagang kaki lima.

Menurut Mulyanto (2007:74), PKL ialah masuk kepada pembagian usaha kecil yang
bertujuan pada keuntungan seperti wirausaha. PKL memiliki strategi privat untuk memproses

usahanya supaya mendapat surplus. PKL merupakan manajer satu yang mengurusi usaha sejak




dari persiapan usaha, mendorong usahanya sekaligus mengawasi, sementara itu tugas-tugas
manajemen tersebut sedikit mereka peroleh dari pengetahuan resmi.

Tata laksana mengikuti pengalaman dan alur paradigma mereka secara spontan tercipta
dengan sendirinya sesuai dengan pengarahan pelajaran tata kelola usaha, ini sebuah hal yang
dinamakan berguru dengan pengalaman. Kekuatan tata laksana begitu dibutuhkan oleh
pedagang kaki lima untuk menyuburkan prestasi usaha mereka, selanjutnya penguatan juga
sangat diharuskan demi memancing hasrat pedagang kaki lima dalam memperluas usahanya.

Gangguan keamanan, kebersihan dan ketertiban masyarakat di kota malang diakibatkan
oleh eksistensi pedagang kaki lima. Mikro ini, terkesan kumuh, liar, dan merusak keindahan.
Para PKL jualannya di trotoar, taman kota, bahkan ada yang di badan jalan. Banyak PKL yang
berkeliaran di sepanjang jalan kota, seperti di jalan Terusan Dieng. PEMKOT Malang untuk
menangani problematika PKL ini, sudah mengeluarkan PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun
2000 terkait penertiban dan membina PKL di Wilayah Kota Malang.

2. Rumusan Masalah

Melalui uraian yang sudah dipaparkan latar belakang, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana Efektivitas Kegiatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang
kaki lima di Kota Malang?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektivitas Kegiatan satuan polisi
pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang?

1.3.Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan yang harus dicapai diantaranya ialah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban
pedagang kaki lima di Kota Malang

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Efektivitas Kegiatan satuan
polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti pada riset yang sudah dilakukan bisa bermanfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
Harapannya riset ini bisa dipakai sebagai tumpuan, meningkatkan informasi dan
mengetahui mengenai efektivitas kebijakan Kota Malang dalam mengelola pedagang kaki
lima.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti




Harapannya bisa bermanfaat, gambaran, serta pengetahuan mengenai efektivitas
kebijakan Kota Malang dalam mengelola pedagang kaki lima.

b. Bagi tempat penelitian
Harapan pada peneliti bisa dibuat bahan pertimbangan untuk lebih inovatif dalam

efektivitas kebijakan Kota Malang dalam mengelola pedagang kaki lima
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